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ABSTRAK 

 

 

Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada 

1585, mencapai puncak kejayaannya pada rentang 1613 hingga 1677, dengan 

cakupan wilayah di barat mencapai perbatasan Banten dan Jakarta saat ini, hingga 

selat Bali di timur. Pada saat yang sama VOC dari daratan Eropa mulai datang untuk 

mengadakan kontak dagang dengan negara-negara di Nusantara, termasuk Mataram.  

VOC yang sebenarnya hanya membutuhkan beras untuk logistik dan kayu 

untuk transportasi serta garam, kemudian mengambil permusuhan dengan Mataram 

setelah penyerangan yang dilakukan Sultan Agung dengan mengepung kantor pusat 

VOC di Batavia pada 1628-1629, namun setelah tahun 1677 atau setelah terjadi 

pemberontakan Trunojoyo, maka Mataramlah yang kemudian merapat pada VOC 

karena terpikat oleh militernya yang kuat pada waktu itu. Pada dasarnya yang 

dibutuhkan dalam perdagangan VOC adalah kestabilan politik untuk menjamin 

suplai, namun yang terjadi adalah kestabilan politik itu sangat sulit dicapai di tanah 

Jawa (Mataram) karena konflik istana, yang menyeret VOC pada jurang 

kebangkrutan karena mendukung tahta Sunan Mataram yang bersedia memberikan 

apa yang VOC butuhkan.  

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan politik. Adapun teori yang 

dipakai adalah teorinya Huala Adolf, berupa definisi intervensi sebagai campur 

tangan suatu negara terhadap negara lain dengan maksud tertentu. Menurut 

Huntington, faktor penting dalam intervensi ini terletak pada struktur kelembagaan 

intern kerajaan 

Tulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan 

penjelasan mengenai sistem suksesi dalam Kerajaan Mataram setelah terjadi 

intervensi VOC, bagaimana kemudian pengaruh serta dampaknya bagi Mataram 

maupun bagi VOC. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan, yang berupa sumber tertulis, seperti 

buku, artikel dan semacamnya dengan tidak melewatkan proses verifikasi dan 

interpretasi. Setelah melewati tahap tersebut, maka skripsi ditulis sesuai kaidah 

penulisan, sistematika pembahasan serta metode ilmiah yang berlaku. 

Pada intinya, proses suksesi yang terjadi dalam Kerajaan Mataram dengan 

sistem legitimasi, selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan kerajaan. 

Ketegangan politik dalam kerajaan menjadikan kekuatan Mataram semakin lemah. 

Banyak pihak yang kemudian merasa terancam kedudukannya, baik dari pihak 

Mataram maupun dari luar dengan kondisi kerajaan yang tidak stabil. VOC yang 

masih terikat kepentingan untuk menyuplai kebutuhannya, memanfaatkan 

ketidakstabilan Mataram  untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Upaya 

VOC dengan dalih menstabilkan politik di Mataram hanya menambah keruhnya 

persoalan dan akhirnya sama-sama menderita kerugian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wilayah Mataram, pada awalnya merupakan sebuah wilayah yang 

dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya (Sultan Pajang) kepada Ki Gede 

Pemanahan. Hal ini sebagai balas jasa atas keberhasilan Ki Gede Pemanahan 

membantu Sultan Pajang untuk membunuh Arya Penangsang, ketika 

memperebutkan tahta kesultanan Demak sepeninggal Sultan Trenggana.
1
 Tahun 

1575 Ki Gede Pemanahan meninggal, maka usaha memajukan Mataram 

dilanjutkan oleh anaknya, Sutawijaya. Sutawijaya menobatkan diri
2
 menjadi raja 

pertama Mataram dengan gelar Panembahan Senopati (1575-1601).
3
 Pada waktu 

pemerintahan Panembahan Senopati, wilayah yang mengakui Kesultanan 

Mataram hanya Mataram,
4
 Kedu, Banyumas, Jepara, Kediri, Blitar, Demak, Pati, 

Pajang dan Madiun. Raden Sutawijaya (Panembahan Senapati) meninggal di 

tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede.  

Kekuasaan Mataram dilanjutkan oleh anaknya, Raden Mas Jolang.
5
 

Raden Mas Jolang hanya mampu mempertahankan wilayah-wilayah yang telah 

                                                           
1
 Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 

hlm.69. 
2
 Semula Pengangkatan raja Jawa selalu dilakukan oleh pimpinan Walisanga, Sunan Giri 

atau Sunan Kudus (setelah Sunan Giri tiada).  
3
 Pranoedjoe Poespaningrat, Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan, Dari Mataram 

Kuno Sampai Mataram Baru (Jakarta: Kedaulatan Rakyat, 2012), hlm. 37. 
4
 Wilayah Mataram adalah suatu wilayah yang terletak pada sebuah dataran lembah luas 

di tengahnya, yang dibatasi bentang alam seperti gunung Merapi di bagian utara, Gunung Kidul 

di bagian tenggara, perbukitan Menoreh di bagian barat dan bagian selatannya adalah Pantai 

Selatan Jawa. 
5
 Raden Mas Rangsang setelah diangkat menjadi sultan kemudian bergelar Hanyakrawati 



2 

 

berhasil dikuasai ayahnya, Senopati. Pada periode selanjutnya, Raden Mas Jolang 

menunjuk Raden Mas Rangsang untuk menjadi penggantinya. Raden Mas 

Rangsang setelah naik tahta kemudian bergelar Sultan Agung.
6
 

Sepanjang sejarah Mataram, Sultan Agung tercatat sebagai raja 

terbesar, akan tetapi Kerajaan Mataram di bawah pengganti Sultan Agung, 

Amangkurat I ternyata banyak mengalami kemunduran karena sikap tirannya.
7
 

Sikap sewenang-wenangnya membawa akibat pada kekuatan Mataram yang 

semakin berkurang. Perebutan kekuasaan dan intrik-intrik intern mulai merebak, 

dengan dampak politik yang berkepanjangan di antara keluarga raja, 

mengundang campur tangan atau intervensi dari pihak luar, yaitu VOC.  

VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) sejatinya adalah sebuah 

persekutuan dagang Hindia Timur yang berdiri pada tahun 1602. Salah satu 

tujuan utamanya adalah merebut hegemoni perdagangan dari para raja atau 

pedagang pribumi.
8
 Awalnya VOC hanya membatasi diri pada kegiatan 

perniagaan di Batavia, namun dalam perkembangan selanjutnya VOC mulai 

merambah ke dalam perpolitikan Kerajaan Mataram, sebab yang paling 

dibutuhkan dalam proses perdagangan adalah kestabilan politik, namun 

kestabilan politik itulah yang sangat sulit dicapai oleh kerajaan Mataram.
9
 Hal ini 

tidak lain sebagai dampak dari lemahnya politik pemerintahan raja-raja Mataram 

                                                           
6
 G. Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram 

(Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 30. 
7
 H.J. de Graaf, Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I, terj. Pustaka Grafitipers 

dan KITLV (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990), hlm. 27. 
8
 J. Bruijn-FS. Gaastra, Dutch Asiatic Shipping in The 17

th 
and 18 Centuries (The Hague: 

Martinus Nijhoff, 1987), hlm.1-22. 
9
 W.G.J Remmelink, Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743, terj. 

Akhmad Santoso (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 7.  
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yang selalu diwarnai dengan konflik internal, yang justru mengundang datangnya 

intervensi kekuasaan asing (VOC-Belanda).
10

  

Ekspedisi Belanda memang sudah ada pada zaman Panembahan 

Senopati, sejak diizinkan mendirikan benteng garnisun di Jepara.
11

 Pada masa 

Sultan Agung dan awal Amangkurat I, garnisun Jepara terusir dan baru kembali 

setelah selesainya penobatan Amangkurat II di Semarang.
12

 Bantuan VOC dalam 

memerangi pemberontakan Trunojoyo tentu harus dibarengi oleh konsesi dan 

kompensasi. Hal ini jelas telah menyimpang dari garis politik yang secara gigih 

diperjuangkan oleh Sultan Agung yang anti VOC. Setelah terjadi ketergantungan 

militer dan politik Kerajaan Mataram pada VOC, mekanisme pengangkatan raja 

dan pergantian tahta Mataram menjadi semakin tergantung pada pihak VOC. 

VOC menjadi pemasok senjata dan personel militer bagi calon raja yang meminta 

bantuan kepadanya.
13

 

Pemerintah VOC yang berpusat di Batavia menjadi sangat besar 

perannya. VOC bertindak sebagai pelindung dan penjaga raja dari pihak-pihak 

yang ingin menggoyang kekuasaan raja. Raja yang mendapat bantuan dan 

jaminan dari VOC akan tetap bertahan, terbukti hanya putra mahkota yang 

mendapat dukungan VOC yang dapat naik tahta.
14

 Sungguh ironi ketika hukum 

adat waris tahta yang seharusnya diterapkan namun baru berlaku sebagaimana 

                                                           
10

 Daliman, Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia 

(Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 177. 
11

 H.J. de Graaf, Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung, terj. 

Pustaka Utama Grafiti dan KITLV (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 124. 
12

 C.R Boxer, Jan Kompeni, Sejarah VOC dalam Perang dan Damai, 1602-1799, terj. 

Bakri Siregar (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 31. 
13

 Daliman, Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam, hlm. 285. 
14

 Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa, hlm. 110. 
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mestinya setelah adanya jaminan dari kekuatan asing. VOC setelah menunggu 

hampir 50 tahun pasca Sultan Agung melancarkan ekspedisi militer ke Batavia di 

tahun 1627 dan 1629, akhirnya VOC mendapat kesempatan menjadikan raja 

Mataram sebagai “Raja Kompeni”, yang bertindak dan berhaluan ala Kompeni.
15

 

Sebagaimana yang terjadi sepeninggal Amangkurat II, penggantinya 

adalah putranya sendiri, Raden Mas Sutikna, yang kemudian bergelar 

Amangkurat III (Mangkurat Mas). Segera ia terlibat permusuhan dengan 

Pangeran Puger. Pangeran Puger merupakan anak dari Amangkurat I, yang 

pernah menjadi Susuhunan Ngalaga dan menjadi lawan ayahnya di Plered. 

Pangeran Puger (Pakubuwono I) dengan dukungan penuh Belanda di Semarang, 

akhirnya mampu menjatuhkan kekuasaan Amangkurat III.
16

  

Kekacauan di kerajaan Mataram tidak pernah berakhir sejak 

pemberontakan Trunojoyo, bahkan semakin banyak pemberontakan. Dimulai 

dari pemberontakan Surapati (1680-1710) yang disokong oleh Sunan 

Amangkurat III, hampir saja menggoyang VOC di Kartasura.
17

 Sunan 

Amangkurat III dan Surapati dikalahkan oleh pasukan gabungan Mataram-VOC 

pada 1710 di Pasuruan.
18

 Disusul bergeloranya pemberontakan Tionghoa atau 

Geger Pecinan (1740-1743)
19

 yang apinya merembet ke Mataram dari Batavia. 

                                                           
15

 Pengantar buku oleh Asvi Warman Adam, dalam Anthony Reid, Dari Ekspansi 

Hingga Krisis Jilid II: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara, 1450-1680, terj. R. Z. 

Leirissa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. xi. 
16

 Hamaminata Nitinagoro, Sejarah Karaton Mataram (Semarang: Grafika Citra 

Mahkota, 2013), hlm. 233. 
17

 H.J. De Graaf, Terbunuhnya Kapten Tack, Kemelut di Kartasura Abad XVII, terj. Dick 

Hartoko (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 105. Lihat juga, Babad Trunojoyo-Suropati, 

terj. Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 53. 
18

 Robert W. Hefner, Geger Tengger, Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik, terj. A 

Wisnuhardana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 15. 
19

 Remmelink, Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743, hlm. 31. 
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VOC sebagai tulang punggung tahta Mataram, menjadi sasaran permusuhan dari 

bangsawan yang tidak puas atau kaum pemberontak. Pada waktu itu tahta 

Mataram di Kartasura dipegang oleh Sunan Pakubuwono II, namun sikapnya 

yang kurang tegas menjadikan raja terlihat lemah di mata rakyatnya. 

Ibukota Mataram kemudian dipindahkan kembali ke tempat lain, kali 

ini ke desa Solo pada tahun 1749. Konflik yang berlangsung lama di kalangan 

bangsawan, berubah menjadi perang besar sejak tahun 1749 untuk 

memperebutkan tahta Mataram sepeninggal Pakubuwono II. Perang Suksesi 

tersebut, melibatkan Pangeran Mangkubumi, Pangeran Samber Nyowo (Raden 

Mas Said), dan Susuhunan Pakubuwono III yang disokong VOC. Perang 

tersebut berakhir dengan kesepakatan pembagian Mataram (Palihan Nagari) 

dalam perjanjian Giyanti 1755.
20

 Meskipun telah terjadi pembagian, namun 

konflik belum berakhir antara Pangeran Mangkubumi yang sekarang bergelar 

Sultan Hamengkubuwono I dengan Raden Mas Said dan VOC. Akhir dari 

konflik tersebut adalah perjanjian Salatiga 1758.
21

 Setelah berakhirnya 

perjanjian itu, maka wilayah Mataram terbagi tiga antara kerajaan Surakarta, 

Yogyakarta dan Mangkunegara serta wilayah pesisir dari Tegal, Semarang, 

Surabaya hingga Pasuruan, menjadi milik dan di bawah pengawasan langsung 

VOC.  

VOC tidak pernah berusaha untuk memadamkan pertikaian dan api 

perebutan kekuasaan di dalam tubuh para bangsawan Mataram. VOC 

                                                           
20

 Anton Satyo Hendriatmo, Giyanti 1775, Perang Perebutan Mahkota III dan 

Terbaginya Kerajaan Mataram Menjadi Surakarta dan Yogyakarta (Tangerang: CS Book, 2006), 

hlm. 138-139.  
21

 M.C Ricklefs, Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792, Sejarah 

Pembagian Jawa, terj. E. Setyawati Alkathab (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 87.  
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berpendapat bahwa jika Kerajaan Mataram yang menguasai hampir seluruh 

pulau Jawa, dibiarkan ada penguasa tunggalnya, pasti akan terus menjadi 

ancaman VOC. Sebaliknya jika ada dua atau lebih penguasa yang saling 

bersaing, tentu akan lebih mudah untuk mengontrolnya.
22

 

Kerajaan-kerajaan di Jawa mempunyai konsep bahwa kekuasaan raja 

adalah absolut (mutlak),
23

 yang berarti raja berkuasa atas segala-galanya. Dalam 

sistem Jawa terdapat ajaran yang mewajibkan penghambaan rakyat terhadap raja. 

Hubungan raja dan rakyat terjalin dalam ikatan kawula-gusti, yang berarti hamba 

dan tuan. Oleh karena itu, rakyat harus tunduk dan patuh terhadap segala 

ketetapan yang dikeluarkan oleh raja. Raja-raja Mataram menggambarkan dirinya 

sebagai raja “agung binathara, bau dendha nyakrawati” , artinya kekuasaan raja 

sebagaimana dewa yang berhak mengendalikan hukum kekuasaan.
24

 Doktrin 

semacam itu kemudian melahirkan sistem pemerintahan yang mengarah pada 

tiran. Setiap raja akan berusaha sendiri-sendiri untuk menghadapi pesaing yang 

datang, tidak terkecuali hal itu juga terjadi pada dinasti Mataram. Sudah sejak 

zaman Sultan Agung, para raja berusaha untuk mempertahankan dan mengatur 

negaranya, sesuai dengan tingkat pemikiran dan doktrin di zamannya.
25

 

Dari sedikit uraian di atas, terlihat bahwa VOC dan raja-raja Mataram 

berdampingan serta berusaha menemukan simbiosis mutualisme dalam bentuk 

                                                           
22

 John Joseph Stockdale, Eksotisme Jawa, Eksotisme Sejarah Pulau Jawa, Ragam 

Kehidupan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa 1768-1806, terj. Anik, (Yogyakarta: Penerbit 

Progresif book, 2010), hlm.34-35. 
23

 Tim Solopos, Di Balik Suksesi Keraton Surakarta Hadiningrat (Solo: Aksara Solopos, 

2004), hlm.7 
24

 Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa, hlm. 28 
25

 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa pada Masa Lampau, 

Studi Tentang Mataram II  Abad XVI-XIX (Jakarta:  Balai Pustaka, 1990), hlm. 21. 
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pemerintahan dan kestabilan politik di Jawa. Simbiosis ternyata mengubah sistem 

dan berpengaruh pada pergantian tahta raja-raja Mataram Islam. Dalam hal inilah 

penelitian dilakukan menitikberatkan pada campur tangan atau intervensi VOC 

terhadap suksesi raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram selama 

kurun waktu 1677-1757. Keterlibatan Kompeni VOC sebagai pedagang, juga 

bertindak sebagai sebuah pemerintah penengah dalam suksesi raja-raja Mataram 

menjadi hal menarik untuk dianalisis lebih lanjut. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan merekonstruksi 

sejarah politik dengan melihat Intervensi VOC dalam suksesi di Kerajaan 

Mataram. Agar proses pendeskripsian lebih terarah, maka penelitian ini harus 

dibatasi dan dirumuskan. Batasan spasial penelitian ini difokuskan pada kerajaan 

Mataram Islam. Batasan temporalnya yaitu dimulai dari 1677-1757. Tahun 1677 

adalah tahun dimana VOC mulai masuk dalam urusan dalam perpolitikan raja-

raja Mataram, yaitu ketika terjadinya pemberontakan Trunojoyo yang ingin 

melawan tirani Sultan Amangkurat I. 1757 adalah tahun dimana konflik suksesi 

Mataram telah berakhir dengan pembagian kekuasaan (Perjanjian Salatiga).  

Bertitik tolak dari batasan masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem suksesi raja-raja Mataram? 

2. Bagaimana proses intervensi VOC dalam sistem suksesi raja-raja Mataram? 

3. Bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan raja-raja Mataram? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan  penelitian sesuai dengan permasalahan di atas, terbagi dalam 

beberapa poin utama, yaitu:  

1. Secara akademik, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan 

mendeskripsikan secara sistematik dan terstruktur, dalam berbagai peristiwa 

dari sejarah kerajaan Mataram yang mendapatkan pengaruh VOC, pada 

suksesi raja-raja serta dampaknya bagi kelangsungan Kerajaan Mataram, 

khususnya sejarah politik di Jawa dari tahun 1677 hingga 1757. 

2.  Pembahasannya dimaksudkan untuk memahami bagaimana kebijakan-

kebijakan dari para penguasa yang dipengaruhi oleh kekuatan asing yaitu 

VOC, dalam membangun dan mempertahankan tahta sebuah kerajaan, yaitu 

Mataram, dalam kurun waktu tertentu. 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

1. Diharapkan hasil penelitian sejarah ini, berguna sebagai tinjauan pemikiran 

dalam menentukan kegiatan politik negara. 

2. Sumber acuan bagi penelitian selanjutnya, maupun untuk penulisan lain di 

bidang yang sama. 

3. Memacu para sejarawan muslim lain, yang akan meneliti sejarah Islam, 

terutama di bidang politik dan turunannya, khususnya dalam singgungan 

dengan kekuatan asing. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Karya tulis tentang Kerajaan Mataram Islam sudah banyak ditemui, 

baik karya tulis akademik dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, 

maupun tulisan populer dalam bentuk artikel dan tulisan bebas, namun karya-

karya yang ada (baik penulis dari dalam dan luar negeri) lebih banyak 

membicarakan tentang eksistensi kerajaan dalam bentuk silsilah. Diakui atau 

tidak, memang telah banyak tulisan tentang pengaruh VOC di dalam tahta 

Kerajaan Mataram, namun sejauh ini, masih banyak dalam tahap deskripsi naratif 

saja, belum banyak karya tulis yang menyentuh sisi sistematis dan terstruktur 

dalam ranah akademik, khususnya dalam hal ini adalah penelitian berbentuk 

skripsi. Pada bagian inilah, peneliti menganggap perlu untuk diadakan kajian 

lebih komprehensif, yang merupakan salah satu celah untuk mengkaji Kerajaan 

Mataram dari sisi politiknya.  

Tulisan-tulisan tentang Kerajaan Mataram berikut pengaruh VOC 

terhadap tahtanya, ada di beberapa tulisan utama, di antaranya:  

 Soemarsaid Moertono dengan karyanya yang berjudul Negara dan 

Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, 

Abad XVI sampai XIX. Buku ini membahas tentang perjalanan kekuasan kerajaan 

Mataram II (Mataram Islam), yang memuat tentang sistem pemerintahan 

Mataram dijalankan sejak berdirinya hingga akhir pemerintahan Kolonial dan 

datangnya Jepang. Karya itu juga mengulas tentang usaha-usaha dari penguasa 

(raja) secara personal, dalam memperlihatkan dan mempertahankan kekuasaan, 

kebesaran, kemegahan dan kekuatan negaranya. Pembeda yang utaa dengan 
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penelitian ini, adalah masalah temporal serta fokus utamanya yaitu masalah 

intervensi VOC, sedangkan buku tersebut fokus utamanya adalah tentang 

pelaksanaan dari doktrin sistem politik Mataram oleh para raja. 

Karya tulis selanjutnya berjudul; Konsep Kekuasaan Jawa, 

Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, karya G. Moedjanto. Buku tersebut 

menjelaskan tentang konsep-konsep kekuasaan di Jawa baik secara umum 

maupun khusus. Secara jelas buku ini juga menjelaskan sistem serta 

penerapannya pada kekuasaan Jawa oleh raja-raja Mataram. Karya ini hanya 

membahas tentang sistem dan konsep saja, hanya sedikit saja membicarakan 

masalah perubahan dari intervensi VOC, batasan temporal juga menjadi faktor 

pembeda yang utama dari tulisan ini. 

H.J. de Graaf dengan karya-karyanya tentang Mataram di abad ke-17, 

seperti tentang awal berdirinya Mataram, sejarah ekspansi Sultan Agung dan 

perpecahan Mataram di bawah Amangkurat I, juga karya terbesarnya yang 

berjudul, Terbunuhnya Kapten Tack, Kemelut di Kartasura Abad XVII, 

menggambarkan tentang peristiwa persinggungan Mataram dengan VOC mulai 

dari awal, hingga dengan aksi militer besar di abad ke-17. Pada tahap inilah VOC 

mulai dianggap sebagai biang keladi dari perpecahan Mataram, sejak bantuannya 

pertama kali di tahun 1677. Fokus temporal menjadi pembeda yang utama, di 

samping itu pula, tulisan ini fokus pada intervensi VOC yang berkesinambungan 

sejak tahun 1677 hingga 1757.    

Karya tulis selanjutnya yang ditulis oleh W.G.J Remmelink, Perang 

Cina dan Runtuhnya Negara Jawa, 1725-1743, mendeskripsikan tentang sebuah 
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peristiwa yang terjadi jauh di luar lingkungan Mataram, merembet dan 

menyebabkan Mataram semakin jatuh tenggelam dalam intervensi dan paksaan 

VOC dalam rangka mempertahankan tahta Mataram yang sudah diambang 

kehancuran. Batasan temporal menjadi faktor pembeda utama, serta hanya satu 

bagian dari sebuah peristiwa menjadi faktornya.  

Karya selanjutnya yaitu, Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 

1749-1792; Sejarah Pembagian Jawa, yang ditulis oleh M. C Ricklefs dalam 

buku tersebut dijelaskan tentang sejarah timbulnya konflik antara VOC dengan 

Mataram yang berakhir dengan pembagian Kerajaan. Secara jelas juga diuraikan 

tentang peralihan menuju pemisahan wilayah secara damai dan terbentuknya 

Yogyakarta. Fokus spasial dan batasan temporal merupakan pembeda utama, 

selain dari pada masalah sistematika dalam pembahasan yang ada dalam tulisan 

ini. 

Selanjutnya yang terakhir, buku karya C.R Boxer, Jan Kompeni, 

Sejarah VOC dalam Perang dan Damai, 1602-1799, yang didalamnya mengulas 

perjalanan sejarah VOC di Nusantara, meskipun bahasan tentang hubungan dan 

intervensi VOC ke Mataram kurang komprehensif, namun cara pandang VOC 

sebagai golongan pedagang yang berusaha meraup keuntungan sebanyak 

mungkin, patut dijadikan acuan pemikiran. Faktor spasial dan batasan temporal 

kiranya menjadi pembeda yang paling utama dari penelitian yang akan dilakukan. 

Karya-karya di atas mewakili sebagian dari beragam karya tulis, baik 

dari para sejarawan maupun pengkaji ilmu lain di ranah Kerajaan Mataram, yang 
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dijadikan acuan berpikir untuk membedah sejarah Kerajaan Mataram, terutama 

celah kajian yang terfokus pada intervensi asing yaitu VOC. 

 

E. Pendekatan dan Landasan Teori 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

politik. Pendekatan politik digunakan untuk memahami sejarah VOC dan 

Mataram melalui struktur kekuasaan, konsep-konsepnya, cara-cara memperoleh, 

menjalankan dan mempertahankan kekuasaan.
26

 Upaya untuk memperoleh atau 

mempertahankan kekuasaan dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti  

memanipulasi, penulisan karya sastra babad seperti yang dilakukan oleh raja-raja 

Mataram sebagai sarana legitimasi untuk mendudukkan seseorang sebagai 

pengganti penguasa yang sah. 

Secara historis, interaksi antara VOC dengan Mataram menghasilkan 

sebuah hal yang disebut intervensi dari salah satu pihak yang kuat. Intervensi 

dapat berarti suatu campur tangan individu maupun kelompok dalam urusan yang 

sebenarnya bukan haknya.
27

 Huala Adolf memberikan bentuk teori  intervensi, 

berupa definisi intervensi sebagai “campur tangan secara diktaktor oleh suatu 

negara (kelompok tertentu) terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan 

maksud baik untuk memelihara atau mengubah kondisi, situasi atau hasil 

                                                           
26

 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), hlm. 43.  
27

 Taufik Abdullah, “Sipil–Militer di Dunia Ketiga: Sebuah Taksonomi Pengantar” 

dalam Analisa Kekuatan Politik di Indonesia (Jakarta: LP3ES,1995), hlm.35. 
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komoditas berupa barang di negara tersebut”.
28

 Teori tersebut digunakan oleh 

peneliti sebagai acuan berfikir, bagi penelitian.  

Lebih jauh Huntington juga menyatakan bahwa di antara faktor-faktor 

penting yang menyebabkan intervensi adalah struktur kelembagaan intern yang 

kacau dan juga ketidakstabilan politik yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi 

politik memainkan peranan yang signifikan terhadap munculnya intervensi.
29

  

Ketidakstabilan politik pada suatu pemerintahan tidak hanya akan 

mengurangi efektivitas pemerintahan, namun juga dapat mengundang intervensi, 

hal ini disebabkan intervensi muncul karena suatu dorongan dari situasi dan 

kondisi politik yang sedang terjadi. Ibn Khaldun (1332-1406), juga telah 

menyoroti masalah ini, yaitu bagaimana para penguasa Islam di Asia Barat, 

Afrika Utara dan Spanyol, menyandarkan diri pada kekuatan militer dan politik 

tertentu dalam menegakkan tahta,
30

 contohnya adalah Dinasti Umayyah pada 

keluarga Marwan dan Dinasti Abbasiyah pada kekuatan Seljuk. 

Suksesi mengisyaratkan terjadinya pergantian kekuasaan. Pergantian 

kekuasaan disini adalah orang yang secara legitimatif berhak untuk menduduki 

sebuah jabatan untuk menggerakkan kekuasaan. kekuasaan adalah kemampuan 

untuk memaksakan kehendak pada orang lain, untuk membuat orang lain 

melakukan tindakan seperti yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan itu. 

Makna pokok kekuasaan itu terjadi oleh karena kekuasaan itu tidak dapat dibagi 

                                                           
28

 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Jakarta:Rajawali 

Press, 1991), hlm. 30. 
29

 Huntington, Tertib Politik di Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, terj. 

Sahat Simamora (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 302. 
30

 Ibn Khaldun, Muqaddimah, terj. Akhmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1986), hlm. 161-164.  
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rata kepada semua anggota masyarakat.
31

disini berati bahwa kekuasaan itu 

berada pada puncak strata sosial, dalam hal ini raja. Pembagian (pelimpahan) 

kekuasaan dalam paham Jawa, memang dapat berubah. Perubahan pembagian 

(pelimpahan) kekuasaan itulah yang merupakan bentuk suksesi. 

Ketika melihat peran VOC dalam penegakan tahta di tanah Jawa, 

dapat diambil asumsi bahwa ada tarikan dan dorongan dalam masalah ini, dengan 

satu tujuan, yaitu keuntungan dan penciptaan kestabilan politik untuk menjamin 

pasokan komoditas yang dibutuhkan dalam proses perdagangan. Tarikan yang 

dimaksud di sini, yaitu masalah upaya penstabilan politik, karena kestabilan 

politik adalah dasar utama dalam menjamin penguasa lokal dalam menyediakan 

komoditas, sedangkan yang disebut dorongan, adalah mengambil keuntungan 

sebanyak-banyaknya dalam menguasai sumber-sumber finansial, termasuk 

penguasaan wilayah. Semua itu diwujudkan dalam berbagai klausul-klausul 

perjanjian sepanjang tahta Mataram, sejak kontak pertamanya di tahun 1677, 

hingga tahun puncak pembagian tahta Mataram pada 1757. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian sejarah adalah cara-cara untuk mencari gambaran 

menyeluruh tentang peristiwa sejarah, dalam kurun waktu tertentu di masa lalu, 

yang terbagi dalam beberapa tahapan dan proses tertentu sesuai kaidah. 

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian 

                                                           
31

 Selo Soemardjan dan Soeleman Sumardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta: 

Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1964), hlm. 12. 
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kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu 

pada bahan-bahan tertulis.
32

  

Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, 

yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan 

penulisan.
33

 Tahapan pertama adalah pemilihan topik, dalam hal ini adalah 

sejarah politik. Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan sumber (heuristik) 

yang terkait dengan objek, berupa sumber-sumber primer dan sekunder, adapun 

sumber primer berupa babad dan beberapa salinan perjanjian semasanya, adapun 

sumber sekunder berupa buku-buku, maupun artikel-artikel yang telah ditulis.  

Sumber-sumber tersebut peneliti dapatkan dari beberapa 

perpustakaan, seperti perpustakaan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 

Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, 

Perpustakaan Kolose St. Ignatius, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Gajah Mada , Perpustakaan Sonobudoyo, Perpustakaan Balai 

Arkeologi Yogyakarta, Perpustakaan Balai Penelitian Nilai Budaya, Arsip 

Nasional Republik Indonesia, Museum Fatahillah atau Sejarah Jakarta, Museum 

Bahari dan Museum Bank Indonesia di Jakarta, serta beberapa koleksi pribadi, 

maupun dari berbagai tulisan serta artikel yang peneliti dapat dari media cetak 

dan elektronik. 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik  

(verifikasi). Kritik tersebut meliputi kritik intern maupun ektern yang berguna 

                                                           
32

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), hlm. 7-8. 
33

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 

hlm.89. 
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untuk menguji seluruh bagian dari tulisan yang menjadi bahan untuk kajian. 

Kritik ekstern berfungsi untuk mencari keautentikan sumber dengan menguji 

bagian-bagian fisik yang meliputi beberapa aspek, seperti gaya tulisan, bahasa, 

kalimat, ungkapan, dan semua aspek luarnya. Sedangkan kritik intern digunakan 

untuk menguji kesahihan sumber dengan cara menelaah isi teks dan 

membandingkannya dengan teks lain untuk memperoleh data yang kredibel dan 

akurat. Kritik ini sangat berguna bagi peneliti untuk menguji valid atau tidaknya 

sebuah sumber. Pengujian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan dengan kritik terhadap kredibilitas 

pengarang. 

Selanjutnya adalah interpretasi melalui pengolahan data dengan 

analisis dan sintesis terhadap masalah yang didapat dari data. Langkah 

interpretasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu: dengan mengolah data yang 

tersaji, mana menjadi fokus bagian dari isi skripsi dan mana yang bukan menjadi 

bagian. Interpretasi dilakukan oleh peneliti, untuk menemukan fakta yang terjadi 

sesungguhnya dan menyusun fakta tersebut sesuai dengan tema yang dibahas.  

Sebagai langkah terakhir dalam penelitian ini adalah historiografi, 

yakni penyusunan data menjadi fakta dalam bentuk tulisan, sesuai dengan metode 

penulisan yang berlaku saat ini. Historiografi dalam skripsi ini, tersusun dan 

tertuang di tiga bagian utama, mulai dari pendahuluan, isi hingga kesimpulan. 

Kaidah dalam bahasa Indonesia berupa tanda baca, penyusunan kalimat dan 

format penulisan, sedapat mungkin disesuaikan dengan kaidah dalam bahasa 

Indonesia yang berlaku saat ini. 



17 

 

G. Sistematika Pembahasan. 

Sistematika pembahasan dalam penelitian sejarah ini terbagi dalam 

tiga bagian besar, yaitu Pendahuluan, Isi dan Kesimpulan. Setiap bagian, terbagi 

menjadi beberapa bahasan berupa bab dan sub-bab yang tidak mengikat dalam 

kuantitas.
34

 Pada bab I berisi uraian berupa latar belakang, batasan dan rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan landasan 

pemikiran serta tata-cara dalam proses penelitian sejarah. 

Bab II menjelaskan  tentang gambaran umum Kerajaan Mataram, 

meliputi kondisi geografis, politik, ekonomi, agama dan kebudayaannya. 

Penjelasan ini penting untuk melihat kondisi Mataram dari beberapa aspeknya, 

sehingga dapat dilihat bagaimana kondisi ataupun keadaan Kerajaan Mataram 

pada masa-masa pergolakan politik menjelang dan ketika masuknya intervensi 

Kompeni.  

Selanjutnya, Bab III menjelaskan tentang bagaimana masalah 

pemikiran dan penerapan konsep kekuasaan raja-raja Mataram. Bab ini 

menjelaskan bagaimana proses suksesi raja. Penjelasan tersebut berupa proses 

alih kekuasaan atau suksesi, yang disertai dengan masalah intervensi dari pihak 

asing, yaitu VOC. Bab ini memberi pengantar ke bab selanjutnya, yaitu tentang 

bagaimana masalah konsep tersebut diterapkan dan bagimana dampaknya, 

dituangkan dalam bab IV. 

                                                           
34

 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), hlm. 69. 
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Bab IV merupakan suatu penjelasan tentang dampak campur tangan 

dari masuknya kekuatan asing terhadap suksesi raja-raja Mataram. Penjelasan ini 

berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan dalam 

bentuk intervensi. Bagian ini juga menjelaskan hasilnya dari berbagai peristiwa 

tersebut. Bagian di bab ini menjadi klimaks dari penelitian, setelah itu 

kesimpulan menjadi muara, berupa hasil-hasil yang dicapai serta bagaimana fakta 

yang didapatkannya.   

Bab V berisi kesimpulan dan menjawab semua rumusan masalah 

penelitian.  Akhir dari proses penelitian, dan di dalamnya juga terdapat saran 

untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama dengan tinjauan yang berbeda. 

 

 

 



98 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sistem suksesi atau pergantian raja Mataram, mengikuti tradisi yang 

telah dijalankan para pendahulunya. Faktor legitimasi (keabsahan kekuasaan) dan 

genealogi, adalah hal yang sangat penting artinya, untuk menyatakan kelayakan 

seseorang keturunan menjadi raja. Legitimasi kekuasaan di Jawa, diwujudkan 

dalam bentuk wahyu keraton, yaitu sebuah pancaran cahaya nubuwat atau 

pulung, yang diakui jatuh kepada seorang keturunan raja. Faktor tersebut 

kemudian menjadi salah satu potensi, yang menyebabkan proses pergantian atau 

suksesi raja Mataram selalu diwarnai dengan konflik antar pihak, yang sama-

sama mempunyai kepentingan politik dan merasa berhak sebagai pewaris tahta.   

Sejarah membuktikan bahwa hukum adat pewarisan tahta di Kerajaan 

Mataram, tidak menjamin kedudukan penguasa atau raja yang bersangkutan, 

dapat diterima sebagai raja yang sah, meskipun dia berasal dari keturunan 

seorang raja yang sedang berkuasa. Oleh karena itu, seorang raja lebih-lebih yang 

baru naik tahta, selalu merasa terancam kedudukannya. Untuk mempertahankan 

kekuasaan, seorang raja bahkan menempuh berbagai cara selama bisa menjamin 

keselamatan dan kedudukannya.   

Pasca mangkatnya Amangkurat I, secara politis raja-raja Mataram 

sudah lemah, karena kekuatan politik Kerajaan Mataram ditentukan oleh 

kekuatan militer dari masing-masing penguasa bawahan, untuk menegakkan 

kedaulatannya. Ketidakstabilan politik di negeri Mataram, menyebabkan raja 
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kemudian meminta bantuan VOC yang memikat dan kuat secara militer, untuk 

dimintai bantuannya dalam menstabilkan politik dalam negeri. VOC yang 

dimintai bantuannya oleh Kerajaan Mataram menganggap ini adalah sebuah 

kesempatan untuk menguasai Kerajaan Mataram secara utuh sebagai sumber 

logistik bagi seluruh keperluan operasional VOC, terutama kayu, garam dan 

beras.  

Masuknya VOC (intervensi) dalam perpolitikan Kerajaan Mataram 

ini, menimbulkan perubahan yang mendasar pada tata aturan pemerintahan. 

Penobatan raja hingga penentuan pejabat-pejabat pemerintahan kerajaan, harus 

melalui persetujuan VOC. Konsekuensinya, semakin banyak penentangan baik 

dari para penguasa lokal maupun kalangan istana Mataram, yang berujung 

pemberontakan. Pemberontakan terkadang memang diharapkan dan 

dimanfaatkan oleh VOC, sebagai taktik politiknya untuk mengambil banyak 

keuntungan.  

Setiap bantuan militer VOC untuk Kerajaan Mataram, membutuhkan 

kesepakatan (perjanjian), tujuannya selain untuk monopoli juga untuk 

melemahkan kerajaan. VOC sebagai kekuatan pelindung bagi setiap raja 

Mataram, yang mau mengikuti kebijakannya. Untuk menjaga stabilitas politik 

kerajaan, VOC mengontrol setiap kebijakan raja terutama dalam pengangkatan 

patih, karena kontrol kerajaan sepenuhnya sudah bukan monopoli raja Mataram 

saja. Begitu pula dalam pengangkatan pejabat daerah mancanegara dan pesisir, 

meskipun tidak terjadi perubahan secara struktural akan tetapi segala kebijakan 

dan kewenangan untuk memerintah adalah sepenuhnya dari VOC.  
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Apapun bantuan yang diberikan VOC, harus dibayar mahal oleh 

Mataram. Pembayaran bisa berbentuk uang, penyerahan wilayah atau yang lain, 

tergantung kesepakatan yang ditandatangani. VOC bahkan berusaha terus 

menerus, untuk menguras habis kekayaan Kerajaan Mataram. Wilayah pesisir 

khususnya seperti Tegal, Semarang, Kendal dan Jepara, yang secara ekonomi 

merupakan wilayah yang menjadi penopang utama ekonomi Kerajaan Mataram, 

sejak 1677 harus diberikan untuk membayar hutang kepada VOC. Puncaknya 

dalam perjanjian 1746, seluruh wilayah pesisir Kerajaan Mataram, secara resmi 

diserahkan oleh Sunan Pakubuwono II kepada VOC. 

Ada wujud kompensasi lain dari Kerajaan Mataram kepada VOC 

untuk bantuannya, yaitu penyerahan hasil, dapat berbentuk uang, komoditas atau 

dengan monopoli barang tertentu, yang jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. Begitu besar harga yang harus dibayar oleh Kerajaan Mataram 

sebagai ganti rugi atas bantuan militer VOC, sedangkan kerusuhan di kerajaan 

tidak juga mereda dan justru semakin meluas. Namun begitu, VOC juga 

menderita kerugian, karena bantuan perlindungan yang diberikan kepada 

Kerajaan Mataram, terus-menerus menyedot perhatian dan dana VOC. Kerajaan 

Mataram bahkan sudah tidak mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya kepada 

VOC.  

VOC selama abad ke 18, telah menjadi lemah secara finansial, namun 

kestabilan politik di Jawa (Kerajaan Mataram), belum juga dapat dicapai. Ketika 

pemberontakan besar dalam perebutan tahta Kerajaan Mataram antar anggota 

keluarga meletus kembali, maka untuk mengatasinya VOC menyatakan akan 
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menjadi penengah dalam pembagian Kerajaan Mataram. Berdasarkan 

kesepakatan bersama antara VOC, Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi 

pada 1755, tercapailah persetujuan pembagian wilayah kekuasaan Kerajaan 

Mataram. Kasultanan Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi dan Kasunanan 

Surakarta di bawah Sunan Pakubuwono III.  

Usaha perdamaian belum juga tercapai di Jawa, mengingat selama 

masa kerusuhan antara tahun 1740 hingga 1755, salah satu penantang tahta 

Kerajaan Mataram, Raden Mas Said, belum mendapatkan keinginannya. Sebelum 

akhirnya diberikan oleh Kasunanan Surakarta dan VOC pada tahun 1757, dia 

tetap mengangkat senjata agar semua pihak yang bertikai mengakui haknya 

sebagai pemegang kekuasaan. 

Berbagai gejolak yang terjadi sejak tahun 1677 hingga tahun 1757, 

mengubah secara signifikan keadaan politik Kerajaan Mataram. Kewenangan, 

kedaulatan dan wilayahnya terus-menerus menyusut, bahkan runtuh sama sekali 

dalam berbagai perjanjian, dengan puncaknya tahun 1755 dan 1757. VOC yang 

menjadi pelindung tahta Mataram dengan kuat, menggunakan berbagai konsesi, 

untuk meraup keuntungan sebanyak mungin. VOC saat itu menjadi pedagang 

sekaligus penguasa pulau Jawa, karena para raja Mataram tunduk pada 

kebesarannya. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk intervensi politik terhadap 

Kerajaan Mataram.  

 

B. Saran 
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Berakhirnya kesimpulan di atas, menandakan berakhirnya penelitian 

tentang sebuah intervensi kekuatan asing (VOC) terhadap sebuah entitas politik, 

yaitu Kerajaan Mataram. Uraian di atas semoga memberikan pemahaman tentang 

hubungan yang terjadi antara pihak lokal dengan pihak asing. Pihak asing 

berusaha untuk mengambil manfaat dari tempat yang didudukinya dengan cara 

membantunya menyelesaikan berbagai persoalan, dengan terus mengambil dan 

meminta keuntungan untuk dirinya sendiri.  

Kecakapan seorang penguasa sangat menentukan kemajuan atau 

kemunduran suatu negara, maka penentuan pemimpin harus jelas dan sesuai 

dengan pokok aturan yang menjadi kesepakatan suatu negara. Pada penelitian ini 

belum menyentuh dan melihat hasil interaksi budaya antara Eropa dan lokal 

selama masa tersebut. Aspek tersebut dapat saja menjadi celah kajian yang lain 

tentang sejarah Kerajaan Mataram. Perubahan sosial yang terjadi selama rentang 

masa 1677 hingga 1757, belum tersentuh secara baik. Perubahan-perubahan yang 

diangkat dalam hasil penulisan ini hanya sebatas pada perubahan administrasi 

dan politik. Keadaan yang belum sempurna ini, kiranya dapat ditambal 

kekurangannya, sehingga tulisan sejarah Kerajaan Mataram secara komprehensif, 

dapat digambarkan dengan baik dalam penelitian selanjutnya. 

Semua kekurangan tersebut, kiranya menjadi pemacu dan pemicu bagi 

sejarawan lain, untuk memperbaiki dan bahkan menuliskan tema yang sama di 

lokasi, dan waktu yang berbeda. Semua kekurangan yang ada, penulis harapkan 

bagi para pembaca yang budiman, agar selalu memberi masukan yang 

membangun, kapanpun dan dimanapun pembaca berada. Terima kasih.  
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Lampiran 1. 

 

Isi Perjanjian Mataram-VOC tahun 1646 

- Kompeni akan membantu Mataram memerangi musuhnya, dengan syarat 

penggantian biaya perang ditanggung oleh pihak Mataram. 

- Batas sungai Krawang tetap dipertahankan. 

- Saling mengekstradisi budak-budak pelarian. 

- VOC bebas dari bea-cukai untuk menjual barang dagangannya. 

- VOC diberi izin untuk membangun loji di daerah Mataram (Jepara). 

- Setiap tahun Mataram akan menyediakan empat ribu pikul beras kepada 

VOC, dengan harga yang berlaku di pasaran.  

 

 

 

 

(Diambil dari buku karya Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,  hlm.165) 
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Isi Perjanjian Mataram-VOC tahun 1677 

- Semua pelabuhan dari Krawang sampai Ujung Timur Jawa diserahkan dalam 

kekuasaan VOC, yang berhak atas segala pendapatan dan hasilnya, sampai 

semua hutang Mataram dapat dilunasi; Mataram hanya berkuasa atas daerah-

daerah itu sebagai “gaduhan” atau “gadean”. 

- Batas daerah VOC di Jawa Barat digeser sampai sungai Pamanukan; 

monopoli impor tenunan dan permadani Persia oleh VOC di seluruh 

pelabuhan Mataram. 

- Penyerahan daerah sekitar kota Semarang kepada VOC, sebagai jaminan. 

- Pembagian daerah pesisir Jawa Tengah dan Timur atas dua daerah 

pemerintahan, yang bagian Barat dibawah Tumenggung Martalaya dari Tegal 

dan yang bagian Timur di bawah Tumenggung Martapura dari Jepara. 

 

 

 

 

(Diambil dari  buku karya Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 

1500-1900 Dari Emporium Hingga Imperium Jilid I, hlm. 194) 
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NASKAH PERJANJIAN MATARAM-VOC TAHUN 1677 

(foto diambil dari buku karya Francois de Haan, Priangan: De Preanger-

Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811, (Batavia: Bataviaasch 

Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, 1911). 
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Isi Perjanjian Mataram-VOC tahun 1705 

- Pengakuan ulang atas batas-batas Batavia, termasuk Priangan. 

- Pengakuan bahwa Cirebon merupakan daerah di bawah naungan VOC. 

- Diserahkannya separuh Madura bagian timur. 

- Ditegaskannya kekuasaan VOC atas Semarang (tempat VOC akhirnya 

memindahkan markas besarnya di wilayah Oostkust, dari Jepara ke Semarang 

pada tahun 1708). 

- Diberikannya hak membangun benteng-benteng di manapun di wilayah 

Mataram. 

- Diberikannya hak membeli beras sebanyak yang diinginkan. 

- Disahkannya monopoli atas impor candu dan tekstil. 

- 800 koyan (±1.300 metrik ton) beras gratis per tahun selama 25 tahun. 

- Ditempatkannya kembali satu garnisun VOC di istana atas biaya raja. 

- Larangan bagi orang-orang Jawa untuk berlayar lebih jauh dari Lombok ke 

arah timur, dari Kalimantan ke arah utara, atau dari Lampung ke arah barat. 

 

 

 

(Diambil dari buku karya  Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, hlm. 189) 
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NASKAH PERJANJIAN MATARAM-VOC TAHUN 1705 

(foto diambil dari buku karya Francois de Haan, Priangan: De Preanger-

Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811, (Batavia: Bataviaasch 

Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen, 1911). 
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Isi Perjanjian Mataram-VOC tahun 1733 

 

Isi perjanjian ini, sama dengan isi perjanjian di tahun 1705 dengan pasal 

tambahan di bawah ini: 

- VOC berhak menentukan harga kayu jati yang ditebang dari tanah Mataram. 

- VOC berhak menentukan harga jual kapas, bahan makanan dan harga bahan 

bangunan. 

- Susuhunan diwajibkan untuk mengeluarkan perintah penebangan seluruh 

tanaman komersial, berupa kopi dan lada di seluruh tanah Mataram. 

 

 

 

 

 

 

(Diambil dari buku karya Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, hlm. 197) 
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Isi Perjanjian Mataram-VOC tahun 1743 

 

Isi perjanjian Mataram-VOC, sama dengan perjanjian Mataram-VOC tahun 

1705, dengan satu tambahan pasal dan tambahan permintaan di beberapa pasal 

tertentu. Adapun isi pasal-pasalnya yaitu: 

 Tambahan Permintaan pada perjanjian 1743 dari pasal-pasal perjanjian tahun 

1705:   

 

- Pasal 3 yang berkaitan dengan wilayah yang telah diduduki VOC, dengan 

ketentuan demikian:  

 Wilayah Jawa Timur di sebelah timur, sampai wilayah Pasuruan 

menjadi milik VOC, demikian pula wilayah di sebelah barat Sungai 

Losari (Cirebon). 

 Tanah berjarak 600 roeden (ukuran mil Belanda, 1 roeden sekitar ± 2 

km.) ditarik dari sepanjang garis pantai utara Jawa, tepi-tepi sungai 

dan muara-muara di dekat laut di pantai tersebut, menjadi milik VOC. 

 Wilayah kabupaten Surabaya, Jepara dan Rembang dan hutan-hutan 

kayunya, harus diserahkan kepada VOC. 

- Pada pasal 6 dinyatakan bahwa, Sunan akan menyerahkan sisa bagian 

Madura kepada VOC dan berjanji, bahwa anak keturunannya tidak akan 

menuntut haknya.  

- Pasal 7 dinyatakan bahwa, atas permintaan VOC, demi rasa hormatnya 

kepada keluarga Cakraningrat IV dari Madura, Sunan akan menyerahkan 

kabupaten Sedayu kepada putra tertua penguasa Madura itu, dengan syarat 

dalam waktu yang sama dia tidak boleh menjabat sebagai bupati di Madura. 

 Tambahan Pasal dalam perjanjian tahun 1743, yaitu: 

- Tambahan pasal 10, maka Sunan Mataram akan menempatkan VOC 

sebagai penguasa tertinggi. 

Lampiran 1.5 
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- Pada pasal 10 telah dinyatakan dengan jelas, maka untuk (waktu-waktu) 

selanjutnya VOC telah berkedudukan lebih tinggi daripada Sunan, baik di 

Kartasura maupun di Semarang. 

- Raja berjanji membayar 10.000 real setiap tahun selama 22 tahun untuk 

menutup tunggakan dan bunganya 

- Raja membayar 15.600 setiap untuk membiayai garnisun VOC di 

Kartasura 

- Raja memayar 1000 koyan (± 1.700 metrik ton) beras setiap tahun selama 

50 tahun.  

 

 

 

(Diambil dari Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, hlm.. 209) 
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Isi Perjanjian Pasca Terpecahnya Mataram,  

Antara Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dan VOC tahun 1755 

 

 

- Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati 

Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifattullah di atas separuh 

dari Kerajaan Mataram, yang diberikan kepadanya dengan hak turun temurun 

pada warisnya. 

- Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat, yang berada di 

bawah kekuasaan VOC dengan rakyat Kasultanan. 

- Sebelum Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati mulai 

melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah 

setia pada VOC di tangan Gubernur Timur Laut Jawa di Semarang.  

- Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan 

Bupati, sebelum mendapatkan persetujuan dari VOC. 

- Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang selama dalam peperangan memihak 

VOC. 

- Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah 

Pesisiran, yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Buwono II kepada 

VOC, dalam kontrak pada tanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya VOC akan 

memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 real tiap tahunnya. 

- Sri Sultan akan memberi bantuan pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-

waktu diperlukan. 

- Sri Sultan berjanji akan menjual kepada VOC, bahan-bahan makanan dengan 

harga tertentu. 

- Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian, yang pernah diadakan 

antara raja-raja Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya dalam 

perjanjian-perjanjian 1677, 1705 dan 1743.  

 

(Diambil dari Soedarisman Poerwokoesoemo, Kadipaten pakualaman., hlm.4-5) 
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NASKAH PERJANJIAN GIYANTI TAHUN 1755 

(Koleksi ANRI, No. 42/1, 

Naskah salinan perjanjian Giyanti milik Yogyakarta tahun 1755) 
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Isi Perjanjian Pasca Terpecahnya Mataram,  

Antara Kadipaten Mangkunegara, Kasunanan Surakarta dan VOC tahun 1757 

 

- Raden Mas Said diangkat sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati 

Mangkunegara I. 

- Berhak menguasai tanah seluas 4000 karya, yang diambil dari tanah milik 

Sunan. 

- Berkedudukan di Surakarta sebagai pusat pemerintahannya dan diizikan 

membangun istana tetapi dengan syarat, tidak menyamai milik Sunan berupa: 

 Dilarang membuat singgasana. 

 Dilarang membuat alun-alun dengan beringin kurung. 

 Dilarang membuat siti inggil dan balairung. 

 Dilarang menjatuhkan hukuman mati. 

 

 

 

 

(Diambil dari Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004,  hlm.139) 
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Lampiran 2 

Lukisan Potret Gubernur Jendral VOC Terpenting Selama Masa 

Intervensi 
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Lukisan Potret Gubernur Jendral VOC Terpenting Selama Masa Intervensi.* 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    (2)    (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

(4)    (5)    (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)    (8)    (9) 

 

Diambil dari http://ow.ly/KNICZ. Indocrops.wordpress.com. 

Akses 9 Juli 2015, pukul 14.00 WIB. 
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*Keterangan Lukisan Potret Gubernur Jendral VOC: 

 

1. Johannes Maetsuycker  : 1653-1678 

2. Cornelis Speelman   : 1681-1684 

3. Johannes Camphuys   : 1684-1691 

4. Joan van Hoorn   : 1704-1709 

5. Dirk van Cloon   : 1732-1735 

6. Adriaan Valckenier   : 1737-1741 

7. Johannes Thedens   : 1741-1743 

8. Gustaff Willem Baron van Imhoff : 1743-1750 

9. Jacob Mossel    : 1750-1761 
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Lukisan Raja-raja Mataram Terpenting Selama Masa Intervensi 
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Lukisan Raja-raja Mataram Terpenting Selama Masa Intervensi VOC.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) 
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(4)           (5) 
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*Keterangan Lukisan Potret Raja Mataram sebelum dan sesudah perjanjian 

Giyanti, Surakarta dan Yogyakarta: 

  

1. Sunan Amangkurat I 

2. Sunan Pakubuwono I 

3. Sunan Pakubuwono II 

4. Sultan Hamengkubuwono I 

5. Sunan Pakubuwono III 
   

 

(http://sejatininghidup.blogspot.com/2012_10_01_archive.html. Akses 9 Juli 2015, 

pukul 14.00 WIB) 
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